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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1
KAJIAN PUSTAKA

2.1.1
Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Jenis bank menurut kegiatan usaha terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pengertian bank umum menurut Wiroso (2005), adalah sebagai berikut :

”Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berlandaskan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Muhammad (2005), dijelaskan bahwa:

“Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.”

Dari pengertian diatas, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menggunakan hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist dalam melaksanakan kegiatan perbankannya. Melalui produk-produk yang dihasilkan oleh bank Islam atau bank syariah dalam produk pengumpulan dana tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan ketentan ajaran Islam. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa. 

2.1.1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank konvensional

Perbedaan antara bank konvesional dan bank syariah secara umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Bank Syariah dan Bank Konvensional

	
	Bank Syariah
	Bank Konvensional

	Fungsi dan kegiatan bank
	Intermediasi, jasa keuangan
	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa keuangan

	Mekanisme dan Objek Usaha
	Antiriba
	Riba

	Prinsip dasar Operasi
	· Bebas nilai (prinsip materialis)

· Uang sebagai komoditi

· Bunga
	· Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam)

· Uang sebagai alat tukar dan komoditi

· Bagi hasil, jual beli, sewa

	Prioritas Pelayanan
	Kepentingan pribadi
	Kepentingan public

	Orientasi
	Keuntungan
	Tujuan sosial-ekonomi Islam, Keuntungan

	Bentuk
	Bank Komersial
	Bank Komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-purpose

	Evaluasi Nasabah
	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral)
	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko

	Hubungan Nasabah
	Terbatas debitor-kreditor
	Erat sebagai mitra usaha

	Sumber likuiditas jangka pendek
	Pasar Uang, Bank Sentral
	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral

	Pinjaman yang diberikan
	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba
	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba

	Lembaga penyelesaian sengketa
	Pengadilan, Arbitrase
	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional

	
	· Risiko bank tidak terikat langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terikat langsung dengan bank

· Kemungkinan terjadi negative spread
	· Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 

· Tidak mungkin terjadi negative spread

	Struktur organisasi perusahaan 
	Dewan Komisaris
	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional

	Investasi
	Halal atau Haram
	Halal


Sumber : Akad dan Produk bank Syariah, Ascarya (2007: 33-34)

2.1.1.2 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

	Bunga
	Bagi Hasil

	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu menghasilkan keuntungan.

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.

3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.

4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh peminjam untung atau rugi.

5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.

6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.
	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3. Rasio bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama

4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.

5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.

6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.


Sumber : Akad dan Produk bank Syariah, Ascarya (2007)

2.1.1.3 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Dalam fungsinya sebagai penerima amanah bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Sebagai pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah melakukan kegiatan jasa seperti wakalah, kafalah, sharf, qardh, hiwalah, rahn dan lainnya. Sebagai pelaksana kegiatan sosial, bank syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan bentuk qardhul hasan dan zakat, infak dan shadaqah.

[image: image3.bmp]Menurut Islamic Studies of Economics Group (2007), bank syariah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi perdagangan dan jasa (Mudharib).

2. Sebagai pengelola investasi yang dikehendaki  oleh pemilik dana (Shahibul maal) 

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran sebagaimana pada umumnya dijalankan oleh bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

4. Sebagai pengelola ZIS dan fungsi sosial lainnya.”

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberikan. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peranan bank syariah dijelaskan oleh Muhammad (2005), sebagai berikut:

1.
Menjadi perekat nasionalisme baru

1. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan

2. Memberikan return yang lebih baik

3. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan

4. Mendorong pemerataan pendapatan

5. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana

6. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank

7. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).”

Dari pengertian di atas, bank syariah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan mengkonsentrasikan pada perbaikan moral para pelaku keuangan, karena dengan cara ini perekonomian Indonesia akan bisa pulih. Salah satu penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia salah satunya karena masalah moral para pelaku keuangan yang buruk.

2.1.2
Bank Perkreditan Rakyat Syariah


Bank perkreditan syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya berprinsipkan syariah ataupun pola amalahnya Islam. BPRS didirikan sebagai langkah alternatif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. 

Menurut Ahmad, dan Abdul Hamid (2008), BPR Syariah adalah:

“Salah satu perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atupun muamalah Islam”.

2.1.2.1
Tujuan Pendirian Bank Perkreditan Syariah


Tujuan yang dikehendaki dalam penedirian BPR Syariah, Menurut Ahmad dan Abdul Hamid (2008) adalah:

1. Meningkatakan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada dipedesaan.

2. Mengurangi urbanisasi.

3. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan

4. Meningkatkan pendapatan perkapita. 

5. Membina tingkat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

6. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.

7. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.

8. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.

9. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat.

Dari tujuan diatas nampak jelas bahwa tujuan utama dari pendirian BPR Syariah ini lebih menekankan pada pembangunan perekonomian masyarakat dipedesaan sehingga terjadi suatu pembangunan yang merata antara daerah perkotaan dan pedesaan.

2.1.2.2 Kegiatan BPR Syariah 

Kegiatan opersional BPRS dipertegas dengan ketentuan Pasal 27 SK DIR.BI 32/36/1999, sebagai berikut:
1.
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:


a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah

b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah


c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah  

2.
Melakukan transaksi penyaluran dana melalui:

a. Transaksi jual beli menggunakan prinsip murabahah, istishna, salam
b. Transaksi sewa (beli) mengunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiah   bittamlik.
c. Pembiayaan dengan pola bagi hasil menggunakan prinsip musyarakah dan mudharabah
d. Layanan jasa lain yang berdsarkan prinsip: Rahn dan Qardh
3.
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui Dewan  Syariah Nasional. 

Selain itu terdapat kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPR syariah antara lain:

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.

3. Melakukan penyertaan modal.

4. Melakukan usaha perasuransian.

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU no. 7 Tahun 1992.

2.1.3  Pengertian Akuntansi Syariah



Akuntansi merupakan bagian dari informsi yang tidak dapat pisahkan dari suatu gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuan terutama dalam pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis yaitu : sebagai alat pembanding dan rencana. Adapun maksud dari pembanding dsisini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan (murabahah) yang terjadi sehingga mananjemen dapat dengan mudah melakukan perbaikan, penilaian atau koreksi secara lebih dini. 

Pengertian akuntansi menurut APB (Accounting Principle Board) sataement No.4 adalah

“Suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memeberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimsksudkan untuk digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.

Sedangkan pengertian akuntansi syariah  menurut Muhammad (2002)

“Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai alqur’an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.

Sedangkan menurut Triyuwono (2002)

Akuntansi syariah terikat pada ketentuan syariah sehingga laporan keuangan harus sedapat mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan syariah tersebut, oleh karena itu akuntansi syarrriah dapat mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realistas sosial menjalankan bisnis yang mengandung nilai tauhid kepada ketentuan-ketentuan ALLAH SWT, yang merupakan rangkaian dari tujuan syariah yaitu mencapai maslahah.

Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu informasi keuangan yang dipakai suatu perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan yang berdasarkan pada syariat Islam

2.1.4
Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Proses akuntansi sangat diperlukan oleh setiap perusahaan, oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang  dalam proses akuntansi ini yang kita kenal standar akuntansi. Pada bank syariah standar ini disebut standar akuntansi Syariah. Menurut Muchtar Mandak (2007,65), standar akuntansi keuangan syariah, adalah:

“Peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan akuntansi.”

Standar akuntansi keuangan syariah merupakan suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh kejadian masa lalu (PAPSI 2003:1)

2.1.4.1 Tujuan Standar Keuangan Syariah 

Menurut Rifqi Muhammad tujuan dari standar akuntansi keuangan tentang transaksi murabahah adalah:

1. Pengakuan transaksi murabahah
Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya dalam neraca atau laporan laba rugi.

· Akuntansi untuk penjual

a. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

b. Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
- jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah;

- jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah:
(i) dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau

(ii) kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban;

(iii) jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah;

(iv) jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.

c.
Keuntungan murabahah diakui:

(a) pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau 

(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun

d.
Potongan angsuran diakui sebagai berikut:

(i) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah

(ii)  jika disebabkan oleh oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

e. Uang mua diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah uang yang diterima

f. Pada saat barang jadi dibeli uang muka diakui sebagai pembayaran piutang

g. Jika barang batal dijual maka uang muka dikembalikan setelah diperhitungkan biay-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

· Akuntansi untuk pembeli

a. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan)

b. Aset yang diperoleh melalui murabaahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

c. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Pengukuran transaksi murabahah
Pengukuran adalah proses penetapan jumlsh usng untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan.

· Akuntansi untuk penjual

1. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

(a) jika murabahah pesanan mengikat:

(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:

(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

2. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat:

(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau

(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

· Akuntansi untuk pembeli

1. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah

2. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

3. Penyajian transaksi murabahah
a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan,yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b. 
Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah

4. Pengungkapan transaksi murabahah
Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas, pada:

(a) harga perolehan aset murabahah;

(b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang

2.1.5 Pengertian Transaksi Murabahah


Kita tahu akuntansi selalu didasarkan pada pencatatan transaksi keuangan. Jika dipandang secara luas transaksi tidak hanya pertukaran sumber-sumber ekonomi secara entitas terpisah tapi kejadian yang menimbulkan pengaruh pada usaha yang independen peminjam, pemberi pinjaman, uang dan penjualan serta pembelian barang dan jasa adalah satu bentuk contoh transaksi. Salah satu bentuk transaksi yang ada pada BPR Syariah adalah transaksi murabahah.

Menurut Rifqi Muhammad transaksi murabahah adalah:

“Transaksi jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli barang” 

Murabahah didefinisikan juga oleh para fuqaha yang dikutip oleh Wiroso adalah sebagai berikut:

”murabahah merupakan penjualan barang seharga biaya/ harga pokok barang ditambah markup atau margin keuntungan ysng disepakati” dimana penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut”.

2.1.6
Rukun dan Syarat Transaksi Murabahah
Dalam melakukan transaksi pada bank syariah sama halnya dengan bank konvensional ada aturan dan pedomannya. Menurut Rifqi Muhammad (2008) rukun dan syarat transaksi Murabahah, yaitu::

“Rukun dan syarat  transaksi murabahah

1. pihak yang berakad

· penjual

· pembeli

· Cakap hukum

· Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan

2. Objek yang diperjualbelikan

· Barang yang diperjualbelikan

· Harga

· Tidak termasuk yang diharamkan 

· Bermanfaat

· Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

· Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

· Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3. Akad / sigot

· Serah terima

· Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad

· Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang dan maupun harga yang disepakati

· Tidak mengandung klausal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan dating

· Tidak membatasi waktu, missal: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali

Sedangkan perlakuan akuntansi murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka)

· Urbun diakui sebagai uang muka pmbelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima

· Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pemebelian)

· Jika transaksi murabahah tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biay-biaya yang telah dikeluarkan bank.

2. Pengakuan piutang


Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

3. Pengakuan keuntungan.

a. Pada periode terjadinya, Apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau

b. Selain periode akad secara proposional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

4. Pengakuan potongan (muqasah) pelunasan dini di akui dengan menggunakan salah satu metode:

a. Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; dan

b. Setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepadanasabah dengan mengurangin keuntungan murabahah.

5. Pengakuan denda.


Denda di akui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.

6. Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7. Pada akhir periode, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah

2.1.8 Hubungan Standar Akuntansi Keuangan Murabahah dengan Transaksi Murabahah

Proses akuntansi sangat diperlukan baik bagi pihak internal dan eksternal. Pihak internal disini yaitu pihak karyawan terutama pihak manjemen dalam pengambilam keputusan, sedangkan bagi pihak eksternal disini yaitu pihak kreditor dan nasabah agar berminat menanamkan dananya. Dengan itu perlu digunakan suatu standar supaya proses akuntansi ini bisa benar, relevan, dipercaya, dipahami, serta dapat dibandingkan, begitu pula dengan Bank syariah. Suatu standar akuntansi keuangan pada Bank syariah biasa disebut standar akuntansi keuangan syariah. Dalam transaksi murabahah maka Bank syariah mengacu pada standar akuntansi keuangan murabahah, dimana didalamnya mengatur pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan pengukuran. Dengan dibentuknya suatu standar maka pihak bank memiliki suatu acuan yang pasti. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih dalam standar akuntansi keuangan syariah supaya transaksi-transaksi yang terjadi pada Bank syariah tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.

Salah satu transaksi yang ada pada bank syariah adalah transaksi murabahah, dimana pada tahun 2007 telah diatur dalam PSAK No 102. Menurut Pedoman Syariah Indonesia (2008), adalah: “PSAK N0 102 berlaku secara prospektifuntuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara restrospektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi murabahah tidak terlepas dari PSAK No 102 tentang transaksi murabahah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Kania (2008) dengan judul peranan standar akuntansi keuangan syariah dalam transaksi keuangan pada PT Bank Jabar Syariah cabang Bandung, menyatakan bahwa:

“Jika standar akuntansi keuangan syariah dilakukan dengan baik maka pengelolaan transaksi keuangan juga akan berjalan dengan baik”.

Penelitian yang dilakukan oleh Kania tersebut masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan syariah tahun 2003 yang tercantum dalam PSAK No 59, pada penelitian ini peneliti mengacu pada standar akuntansi syariah yang baru yang baru diterbitkan tahun 2007 yang tercantum dalam PSAK No 102 dimana isinya lebih terfokuskan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah 

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam membukukan transaksi keuangan maka diperlukan suatu pedoman atau landasan, akuntansi memilki buku pedoman yang disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan), untuk itu BI yang dibantu sepenuhnya oleh IAI menerbitkan PSAK 59 tentang bank syariah. Pada tanggal 1 Mei 2002 secara resmi dewan standar akuntansi keuangan telah mengeluarkan PSAK no 59 yang terdiri dari: (1) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syari’ah (2) Peryataan standar akuntansi keuangan (PSAK ) akuntansi keuangan syari’ah, namun pada tahun 2007 ketua KAS DSAK, M Yusuf Wibisana di sela seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tentang Dampak Penerbitan PSAK dalam Transaksi Keuangan Syariah, menebitkan 6 PSAK bagi lembaga keuangan syariah. Keenam PSAK itu adalah PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK No 102 tentang akuntansi Murabahah (Jual beli), PSAK No 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK No 104 tentang Akuntansi Isthisna, PSAK No 105 tentang Akuntansi Mudarabah (Bagi hasil), dan PSAK No 106 tentang Akuntansi Musyarakah (Kemitraan).
Menurut H Muchtar Mandak (2005) standar akuntansi syariah adalah “Peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan akuntansi.”

Salah satu standar akuntansi keuangan syariah adalah PSAK 102 tentang pembiayaan  murabahah, dalam PSAK 102 (2006), tujuan PSAK 102 adalah:

“Untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.”

Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam kegiatan bank syariah. Dalam PSAK 102 (2008), transaksi murabahah adalah:
“Menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli”.
Untuk melakukan transaksi murabahah perbankan syariah memeliki pedoman dalam hal pencatatan, yaitu rukun dan syarat dalam pencatatan transaksi. Menurut Muhammad (2002, 25), rukun dan syarat transaksi murabahah itu meliputi:

“Pihak yang berakad, objek yang diakadkan, adanya akad”.

Dengan adanya standar akuntansi tentang Bank Syariah maka bank syariah memiliki pedoman dalam proses transaksi keuangan serta memilki suatu acuan yang pasti dalam proses transaksi murabahah. Menurut Wiroso (2005), peranan standar Akuntansi Syariah dalam transaksi keuangan adalah:
“Untuk membukukan transaksi murabahah, terlebih dahulu harus diketahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK No 59 tentang Akuntansi Bank Syariah.”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi murabahah harus mengacu pada PSAK, dalam PSAK No 102 tentang pembiyaan murabahah, dijelaskan bahwa PSAK No 102 menggantikan PSAK NO 59: Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah
























Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono 2003:39). Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat. Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, peneliti mengemukakan hipotesis:

“standar akuntansi keuangan murabahah berperan dalam transaksi murabahah”.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, yaitu:
Tabel 2.3

Tinjauan Penelitian Terdahulu

	No
	Peneliti Terdahulu
	Judul
	Hasil 

Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Kania Wulandari (2006)
	Peranan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Transaksi Keuangan 
	Menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan syariah berperan secara signifikan dalam Transaksi Keuangan
	-Variable X yang dipakai sama yaitu Standar Akuntansi Syariah
	- lebih spesifik yaitu lebih kepada stndar akuntansi murabahah
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